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Mengingat

KEPUTL ISAN KEPA

LA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 869 TAHUN 2019
TENTANG
N 1ZIN OPERASIONAL PENDIRIAN

UL ATHFAL AT-TAQWA

PEMBERIA
OMERING ULU TIM Ul

RAUDHAT

KABUPATEN OGAN K
MAHA ESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN.

a. bahwa dalam rangka pel
a0 Tahun 2013

Peramuran Menter!
Pendidikan

Penyelenggaraan
adap Raudhatul Athfal Swasta di lingkungan
gama Provinsi Sumatera Selatan;

atkan akses pendidikan madrasah
an kesempatan masyarakat melalui

hukum untuk menyelenggarakan madrasah

operasional terh
Kantor Wilayah Kementerian A
bahwa dalam rangka meningk
yang bermutu, perlu memberik
sesuai dengan standar nasional pendidikan;
bahwa Raudhatul

Keputusan ini telah m
dan kelayakan yang telah ditetapkan;

huruf a,
Kantor Wilayah Kementerian Ag

tentang Pemberian 1zin Operasion
Taqwa Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Nomor

aksanaan ketentuan Pasal 8 ayatl 12)
tentang

Agama Nomor
Madrasah, perlu memberikan izin

Athfal yang tercantum dalam Lampiran
emenuhi persyaratan administratif, teknis,

hahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksua dalam
b dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala
ama Provinsi Sumatera Selatan

a] Pendirian Raudhatul Athial At-

20 Tahun 2003 tentang Sistem

1. Undang-Undang
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Feraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5410);

4, Peraturan. ..



8. Peraturan Menteri Pendidikan

Q. Peraturan Menteri Pendidilkan Na

10.

11.

12.
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% Peraturan
Pendidiltan (Lembaran Negara Re
Nomor a1, Tambahan Lembaran Neogara

MNomor 4864);
Pemerinitinh
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fy. Peratararn
(Lembaral
Tambahan Lermiba

Nagmaor 17 Tahwn
Pendidilkan (Lembuarnn
Indonesia Tahun 2010 Nomor 2.3, Tumbahan L v e it
Republik indonesia Nomaor 5150) secbagalmans telah  chivbal
dengan Peraturan Pemerintah MNamor 66 Tahun 2010 LeRRng
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomos 17 Tahun 2014
tentang Pengelolaan dan Penyelenggarann Pendidilean (Lesmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 114, Toambalinn

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 5157);
74 Tahun 2007
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7. Peranturan Pemerintolh
dan Penyelenggaradall

o
-1r-t"lll i
r

q" :.rll L]

Nasional Nomol
Untuk Sekolah 1D
Pertama/Madrasah 'l
Aliyah;

Standar Sarana dan Prasarana
Ibtidaivah, Sekolah Menengah

dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah
sional Nomor 195 Tahun 2010

tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidilcan di
Kabupaten/Kota sebagaimana telab diubalhh menjadl Peratuarafl
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Peraturan Menterl Pendidikan Masional
Nomor 15 Tahun 2010 fentang Standar Pelayanan Minimal

Pendidikan di Kabupaten /Kota;

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas
Madrasah dan Pengawas pPendidikan Agama Islam pada Sekolah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206)
sebagaimana telab diubah dengan Peraturan Menteri Agama
Nomor 31 Tahun 2013 teniang Perubahan Atas Peraturan Menter
Agama Nomor n Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan
Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);

Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 teniang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

peraturan Menteri Agama Nomor o0 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);

MEMUTUSKAN ...




MEMUTUSHKAN :

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH HEMENTERIAN

AGAMA PROVINS] SUMATERA SBELATAN TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL

ATHFAL AT-TAQWA EABUPATEN OGAN KOMERING ULLU

Menetaplkan

TIMUR.
KESATU : Memberikan 1zin nr:»r.-m:-g.i.f:—m.ql pendirian rrl.uill...l'- b kepads
Raudhatul Athfal sebagaimana lercanturm dalam lLampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahltan darn Kepulusan ol

KEDUA : Setelah jangka walktu = tahun, Kepala Raudhianal Athial yang,
bersangkutan wajib

a. Menyampaikan laporan perkembangan Raudhatul Athilal
kepada Kepala Kantor Kemenlerian Agama yoang roemial
paling sedikit perkembangan jumlah peserta  didik,
pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pernenuhan standar
sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar
pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau

b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi Paud/RA
kepada BAP Paud dan PNF sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

KETIGA : Dalam hal perkembangan Raudhatul Athfal sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi
standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan
dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum
KEDUA huruf b mendapat peringkat minimal C, maka 1zin
operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

tetap berlaku.

KEEMPAT i Dalam hal perkembangan Raudhatul Athfal sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi

standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan
dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum
KEDUA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka
izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU dicabut.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 4 Desember 2019

KEPALA KANTOR WILAYAH

 KEMENTERIAN £(
PROVINSI SUN/
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RA SELATAN
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’ 1 |Nama Mﬂdr.ﬂﬂﬂh )
2 - -

Nomor Statistik Madrasah

101216080102

| 3 [Alamat Madrasah

Sungai Durian Veteran Jaya

Desa / Kelurahan Veteran Jaya
Kecamatan Martapura

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Provinsi Sumatera Selatan )

Nama Organisasi Penyelenggara

[VAYASAN PONDOK PESANTREN AT-TAQWA

| 5 |Akte Notaris Organisasi

I_ Penyelenggara

No. 33 Kusuma Shinta Fitriani, SH.M.Kn
Tanggal 25 Oktober 20138

| 6 I;eng:sahan Akte Notaris

| E}rganisasi Penyelenggara

AHU-0014916.AH.01 04 . TAHUN 2013

Tanggal 26 Oktober 2018




